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Implementasi Tabungan Syariah di Perbankan Syariah
Indonesia: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 dalam Perspektif Hadis Ahkam Muamalah

optimalisasi implementasi produk tabungan syariah agar lebih aplikatif,
kompetitif, dan mampu merepresentasikan nilai-nilai magashid al-shariah
dalam menjaga harta (hifz al-mal) serta mewujudkan kemaslahatan ekonomi
umat.

PENDAHULUAN

Tabungan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai sarana
penyimpanan dana sekaligus perencanaan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks modern, tabungan tidak
hanya dimaknai sebagai aktivitas menahan konsumsi, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang
terstruktur dan berorientasi masa depan (Algifari & Albahi, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep
tabungan memiliki dimensi yang lebih luas, yakni tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga
mengandung nilai-nilai etis, spiritual, dan sosial (Ramadhani & Zein, 2026). Islam mendorong umatnya untuk
mengelola harta secara bijak, tidak boros, serta menghindari penimbunan harta yang tidak produktif, sehingga
tabungan menjadi bagian dari mekanisme menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan
sosial.

Dalam praktik perbankan syariah, tabungan diimplementasikan melalui akad yang sesuai dengan prinsip
syariah, khususnya akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah menempatkan bank sebagai pihak penerima
titipan yang wajib menjaga dan mengembalikan dana nasabah kapan saja diminta, dengan penekanan pada
prinsip amanah dan kepercayaan (Lutfi & Syariah, 2020). Sementara itu, akad mudharabah berorientasi pada
kerja sama investasi dengan sistem bagi hasil yang mencerminkan keadilan dan transparansi (Abdullah et al.,
2025). Kedua akad ini menunjukkan bahwa tabungan syariah tidak sekadar alternatif teknis dari sistem
konvensional, tetapi merupakan representasi dari sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebebasan
berkontrak, dan tanggung jawab moral.

Secara normatif, implementasi tabungan syariah memiliki landasan yang kuat dalam hadis ahkam
muamalah. Beberapa hadis menunjukkan legitimasi terhadap praktik akad mudharabah dan pentingnya
pemenuhan syarat dalam akad, selama tidak bertentangan dengan syariat (Mukhlas, 2025). Selain itu, prinsip
keberkahan dalam transaksi muamalah juga menjadi dasar bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi
pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kemaslahatan (Muchlis, Dwi, & Parmitasari, 2025). Dalam konteks
ini, hubungan antara nasabah dan bank syariah dipahami sebagai hubungan kontraktual yang mengikat secara
hukum sekaligus bernilai ibadah, sehingga menuntut adanya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam
pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam tataran implementasi di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara konsep
ideal dan praktik di lapangan (Abdullah, Nuraeni, & Januri, 2024). Sebagian masyarakat masih memandang
tabungan syariah tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional, terutama dalam aspek keuntungan. Selain
itu, pemahaman terhadap akad wadiah dan mudharabah masih relatif rendah, sehingga berpotensi
menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap sistem perbankan syariah (Nainggolan & Ridhah, 2025). Di

sisi lain, beberapa penelitian cenderung lebih fokus pada aspek teknis dan operasional, tanpa mengkaji secara
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mendalam keterkaitannya dengan hadis ahkam muamalah sebagai sumber hukum utama dalam Islam
(Damanik & Nirwana, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, menariknya dalam penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif hadis
ahkam muamalah dengan formulasi hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Penelitian ini tidak hanya
mengkaji implementasi tabungan syariah dari sisi praktis, tetapi juga menelusuri legitimasi hukumnya
berdasarkan hadis serta prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat hubungan antara teks normatif (hadis)
dan praktik ekonomi kontemporer.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tabungan syariah di
Perbankan Syariah Indonesia dalam perspektif hadis ahkam muamalah serta bagaimana relevansinya dengan
ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian
antara praktik tabungan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari hadis, serta mengkaji
sejauh mana fatwa tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan sistem keuangan modern tanpa menyimpang
dari nilai-nilai Islam.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Secara teoritis,
penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perbankan syariah
berbasis hadis ahkam muamalah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga
keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas implementasi produk tabungan agar lebih sesuai dengan
prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat terhadap
tabungan syariah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pengembangan sistem

ekonomi Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis
penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep,
landasan normatif, serta implementasi tabungan syariah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam
dan regulasi yang berlaku (Moleong, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis,
yaitu dengan menggambarkan secara sistematis praktik tabungan syariah melalui akad wadiah dan
mudharabah, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan hadis ahkam muamalah serta ketentuan
dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 (Alsandi, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder, berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, peraturan
perundang-undangan, serta hadis-hadis yang relevan, yang diperoleh melalui teknik membaca,
menelaah, dan menganalisis secara kritis (Widayatsar, 2013). Pemilihan metode ini didasarkan pada

tujuan penelitian yang lebih menekankan pada kajian normatif-konseptual daripada empiris lapangan,
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sehingga peneliti berfokus pada analisis teks dan dokumen sebagai sumber utama. Urgensi
penggunaan metode ini terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan antara dalil nagli (Al-Qur’an
dan hadis), kaidah figh, serta regulasi modern dalam memahami praktik tabungan syariah secara
komprehensif (Abdullah, 2024). Implikasi dari metode ini diharapkan mampu memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian antara praktik perbankan syariah dengan prinsip
hukum ekonomi Islam, sekaligus memperkuat legitimasi teoretis bahwa tabungan syariah bukan
hanya praktik ekonomi, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang berorientasi pada
keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tabungan dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial
Ekonomi

Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, melainkan
disisihkan dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), tabungan diartikan sebagai uang yang disimpan di bank atau lembaga keuangan lainnya
yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan tertentu (Yuris Huswatun, 2025).
Pengertian ini menunjukkan bahwa tabungan memiliki fungsi utama sebagai sarana penyimpanan dana yang
aman dan terencana.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tabungan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menyimpan harta,
tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan kekayaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tabungan
diarahkan untuk tujuan yang halal, bermanfaat, serta dilakukan secara seimbang tanpa berlebihan. Islam
mendorong umatnya untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, namun pada saat yang sama melarang
penimbunan harta yang tidak produktif (Nazarina, 2025). Dengan demikian, tabungan dalam Islam tidak hanya
berfungsi sebagai cadangan finansial, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial, karena harta yang dimiliki
mengandung tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah.

Dalam praktik perbankan syariah, produk tabungan pada umumnya menggunakan dua akad utama, yaitu
wadiah dan mudharabah. Akad wadiah merupakan akad titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada
bank untuk dijaga keamanannya. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pihak penerima titipan yang wajib
menjaga dan mengembalikan dana tersebut kapan saja diminta oleh nasabah (Lutfi & Syariah, 2020). Bank
tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, namun diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela tanpa
adanya perjanjian di awal. Hal ini menunjukkan bahwa akad wadiah lebih menekankan pada aspek keamanan
dan kepercayaan (amanah). Wadiah sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu wadiah yad dhamanah, di mana
pihak bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dengan tanggung jawab penuh atas pengembaliannya,
serta wadiah yad al-amanah, yaitu titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan
(Amri, 2025).
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Di sisi lain, akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) dan
pengelola dana (mudharib). Dalam konteks perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana,
sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang menginvestasikan dana tersebut ke dalam kegiatan usaha
yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sejak awal akad, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Adapun kerugian akan ditanggung
oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola (Barkah & Raya, 2022).
Berdasarkan ruang lingkup pengelolaannya, mudharabah dibedakan menjadi dua, yaitu mudharabah
muthlagah yang memberikan kebebasan kepada pengelola dalam mengelola dana, dan mudharabah
mugayyadah yang membatasi pengelolaan dana sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati.

Implikasi dari penerapan tabungan syariah terhadap kegiatan sosial ekonomi sangat signifikan. Pertama,
dari sisi ekonomi, tabungan terutama dengan akad mudharabah dapat menjadi sumber pembiayaan bagi
kegiatan usaha produktif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sistem
bagi hasil yang diterapkan juga menciptakan keadilan dalam distribusi keuntungan serta menghindari praktik
riba yang merugikan salah satu pihak. Kedua, dari sisi sosial, tabungan dalam Islam mendorong adanya
distribusi kekayaan yang lebih merata melalui kewajiban zakat serta anjuran infak dan sedekah, sehingga dapat
mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga, dari sisi perilaku individu, sistem tabungan
syariah membentuk pola hidup yang lebih hemat, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, akad wadiah memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan melalui jaminan
keamanan dana masyarakat, sedangkan akad mudharabah berperan dalam meningkatkan aktivitas investasi
yang berbasis sektor riil. Keduanya secara bersama-sama menciptakan keseimbangan antara aspek keamanan
dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, tabungan syariah tidak hanya berdampak
pada aspek finansial individu, tetapi juga memiliki kontribusi yang luas dalam membangun sistem ekonomi

yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Landasan Hadis dan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Tabungan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tidak hanya menuntut inovasi produk, tetapi juga
ketegasan dalam landasan epistemologisnya. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengedepankan fixed
income (bunga), tabungan syariah dibangun di atas prinsip profit sharing (bagi hasil) dan risk sharing
(pembagian risiko) yang ditransformasikan melalui akad mudharabah. Dalam perspektif figh muamalah, akad
bukan sekadar formalitas administratif, melainkan ruh yang menentukan keabsahan sebuah transaksi. Hal yang
menarik dari akad mudharabah adalah fleksibilitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik dana
(shahibul maal) tanpa menafikan hak pengelola dana (mudharib) (Yusran, 2025). Fleksibilitas ini bukanlah
sekadar rekonstruksi teologis para ulama kontemporer, melainkan telah memiliki akar historis yang kuat dan
mendapat legitimasi langsung dari praktik Rasulullah #. Hal ini tecermin dalam sebuah hadis penting yang

merekam praktik bisnis.
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“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada
mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.
Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan
Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani Dari Ibnu Abbas).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah, pemilik modal diperbolehkan menetapkan syarat
kepada pengelola dana selama tidak bertentangan dengan syariat. Persetujuan Rasulullah % terhadap praktik
tersebut menjadi legitimasi bahwa syarat dalam akad adalah sah dan mengikat. Dalam konteks tabungan
syariah, hal ini relevan dengan adanya ketentuan dan kebijakan bank dalam mengelola dana nasabah secara
aman dan bertanggung jawab
Hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib:

OB igha (et dl gk DB (AS O G G0 ol ¥ el puailly ol s 5 A a5 (sl ) il

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mugaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.””
(HR. lIbnu Majah Dari Shuhaib).

Hadis ini menegaskan bahwa akad mudharabah (mugaradhah) merupakan salah satu transaksi yang
mengandung keberkahan. Hal ini menjadi dasar bahwa sistem bagi hasil dalam tabungan syariah merupakan
mekanisme yang dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan.

Hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
e ol Go ) (i 06 A (b EG i) Y il iy i a5 a5 (Jal ) ali(aata G 8150)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”
(HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib). Hadis ini menjadi kaidah umum dalam muamalah bahwa setiap perjanjian
atau akad harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks tabungan syariah, akad
antara nasabah dan bank bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Selain berlandaskan pada hadis, praktik tabungan syariah juga didukung oleh prinsip-prinsip dasar dalam
hukum perjanjian Islam. Dalam konteks ini, setiap akad antara bank syariah dan nasabah harus dilandasi oleh
kesepakatan yang dilakukan secara sadar, tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sejalan dengan konsep minat,
yaitu adanya kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas berdasarkan keinginan sendiri. Dalam
operasional perbankan syariah, penerapan prinsip syariah juga mengacu pada regulasi, seperti Peraturan Bank
Indonesia No. 10/16/PBI1/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Perbankan. Melalui
regulasi tersebut, nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam bentuk akad yang mengikat antara bank dan

nasabah.
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Secara normatif, akad dalam perbankan syariah harus memenuhi rukun dan syarat yang bersumber dari
Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan giyas. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan
dalam tabungan syariah, antara lain:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)
Setiap pihak memiliki kebebasan dalam menentukan akad, selama tidak bertentangan dengan syariah.
Prinsip ini relevan dengan kebebasan nasabah dalam memilih produk tabungan syariah.

2. Al-Ridha (Kerelaan)
Akad harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Hal ini menjadi dasar sahnya
transaksi dalam tabungan syariah.

3. Al-Musawah (Kesetaraan)
Bank dan nasabah memiliki kedudukan yang seimbang dalam menentukan isi perjanjian, terutama
dalam akad mudharabah.

4. Al-‘Adalah (Keadilan)
Setiap pihak harus memperoleh haknya secara adil, termasuk dalam pembagian keuntungan (bagi
hasil).

5. Ash-Shidg (Kejujuran)
Kejujuran dalam penyampaian informasi menjadi syarat penting agar akad terhindar dari unsur gharar
(ketidakjelasan).

6. Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap akad sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bentuk kepastian hukum dan alat
pembuktian (Sari, 2025).

Selain itu, dalam akad berbasis kemitraan seperti mudharabah, terdapat prinsip pembagian risiko (risk
sharing), di mana setiap pihak menanggung konsekuensi sesuai perannya. Hal ini menunjukkan bahwa
tabungan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan
tanggung jawab.

Hadis-hadis Nabi 2 memberikan landasan normatif yang kuat bagi praktik tabungan syariah, khususnya
dalam penggunaan akad mudharabah dan wadiah. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, kebebasan
berkontrak, serta larangan riba menjadi dasar dalam operasional perbankan syariah. Dengan demikian,
tabungan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan

sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Formulasi Hukum Tabungan Syariah: Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/2000

Dalam kajian linguistik Arab, istilah fatwa berasal dari bentuk isim masdar dari kata afta—yufti-ifta’an,
dengan bentuk jamak fatawa atau fatawi, yang secara umum bermakna penjelasan atau keterangan terhadap
suatu persoalan. Secara terminologis dalam hukum Islam, para ulama memberikan definisi yang beragam

namun memiliki substansi yang serupa. Al-Qarafi dalam karyanya al-Furiiq menjelaskan bahwa fatwa

NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA; Volume 2 (2) 2026 373



Implementasi Tabungan Syariah di Perbankan Syariah
Indonesia: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 dalam Perspektif Hadis Ahkam Muamalah

merupakan penjabaran hukum syar’i terkait suatu perbuatan yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan (Adam,
2022). Sementara itu, Ibnu Hamdan Al-Harrani dalam kitab Adab al-Muftt wa al-Mustafti mendefinisikan
fatwa sebagai penjelasan hukum syariat atas suatu kasus tertentu yang disampaikan sebagai jawaban terhadap
pertanyaan pihak yang membutuhkan penjelasan hukum.

Kerangka konseptual tersebut kemudian dapat dilihat secara konkret dalam implementasi tabungan
syariah sebagaimana diformulasikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Fatwa ini menunjukkan adanya
konstruksi hukum yang bersifat integratif antara sumber normatif (Al-Qur’an dan hadis) dengan kebutuhan
praktis sistem keuangan modern. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa aktivitas
penghimpunan dana melalui tabungan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah apabila menggunakan
sistem bunga yang mengandung unsur riba (Ariani & Tegal, 2026). Oleh karena itu, DSN-MUI merumuskan
standar hukum yang menegaskan bahwa praktik tabungan hanya dapat dibenarkan apabila menggunakan akad
yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam, sehingga terwujud transaksi yang adil, transparan, dan dilandasi
kerelaan para pihak.

Lebih jauh, formulasi hukum dalam fatwa ini secara eksplisit mengadopsi akad mudharabah sebagai
instrumen utama dalam tabungan yang bersifat investasi. Hadis riwayat Ibnu Abbas tentang praktik
mudharabah yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthallib menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana
diperbolehkan adanya syarat-syarat tertentu selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Rasulullah
memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan akad
mudharabah dalam sistem keuangan modern (Kurnia, 2025). Dalam konteks fatwa, hal ini diwujudkan melalui
ketentuan bahwa nasabah berperan sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib, dengan pembagian
keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Formulasi ini mencerminkan prinsip keadilan
distributif, di mana keuntungan tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme bagi hasil yang
proporsional dan transparan.

Di samping itu, dimensi keberkahan dalam transaksi muamalah juga menjadi pertimbangan penting dalam
formulasi hukum tabungan syariah. Hadis riwayat Shuhaib ar-Rumi yang menyebutkan bahwa mudharabah
termasuk salah satu transaksi yang mengandung keberkahan memberikan legitimasi teologis terhadap praktik
investasi berbasis syariah. Dalam kerangka ini, fatwa tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga
mengarahkan aktivitas ekonomi pada tujuan yang lebih luas, yaitu tercapainya kemaslahatan (maslahah) dan
keberkahan (barakah). Dengan demikian, implementasi tabungan syariah tidak semata-mata berorientasi pada
profit, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam
(Mujahidin, 2017).

Selanjutnya, prinsip kekuatan akad dan keterikatan terhadap syarat-syarat yang disepakati menjadi aspek
krusial dalam formulasi hukum tabungan syariah. Hadis riwayat Amr bin Auf menegaskan bahwa kaum
muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat selama tidak menghalalkan yang haram atau
mengharamkan yang halal. Prinsip ini diinternalisasikan dalam fatwa melalui keharusan adanya kejelasan
akad, penetapan nisbah keuntungan secara transparan, serta larangan bagi bank untuk mengubah ketentuan

secara sepihak tanpa persetujuan nasabah (Mukhlas, 2025). Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya
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memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam
transaksi, sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara nasabah dan lembaga keuangan.

Di sisi lain, akad wadi’ah sebagai bentuk tabungan titipan mencerminkan prinsip amanah yang sangat
ditekankan dalam ajaran Islam. QS. Al-Bagarah: 283 menegaskan kewajiban menjaga amanah bagi pihak yang
dipercaya, yang dalam konteks ini adalah bank sebagai penerima titipan dana. Hadis-hadis yang berkaitan
dengan amanah juga memperkuat bahwa setiap bentuk pengelolaan harta harus dilakukan dengan penuh
tanggung jawab dan integritas. Dalam fatwa, hal ini diwujudkan melalui ketentuan bahwa dana wadi’ah dapat
diambil kapan saja dan tidak disertai imbalan yang diperjanjikan, meskipun bank diperbolehkan memberikan
bonus secara sukarela. Formulasi ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara akad yang berorientasi
pada investasi (mudharabah) dan akad yang berorientasi pada penitipan (wadi’ah), yang masing-masing
memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Secara keseluruhan, formulasi hukum tabungan syariah dalam fatwa tersebut mencerminkan penerapan
kaidah figh “al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha”, yaitu pada dasarnya semua
bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang
fleksibilitas dalam pengembangan produk perbankan syariah, sekaligus memastikan bahwa setiap inovasi tetap
berada dalam koridor syariah. Namun demikian, dalam praktik implementasinya masih terdapat sejumlah
tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah, potensi penyimpangan dalam
penerapan nisbah bagi hasil, serta kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait. Hal ini
menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi
juga oleh efektivitas implementasi di lapangan.

Tabel 1. Formulasi Hukum Tabungan Syariah: Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/2000

Dimensi Analisis  Ketentuan dalam Fatwa DSN- Dasar Implikasi Hukum
MUI No. 02/2000 Hadis/Al-
Qur’an
Prinsip dasar Tabungan harus bebas dari QS. An-Nisa: 29 Menolak riba dan menegaskan
muamalah bunga kehalalan transaksi
Akad Bagi hasil berdasarkan nisbah Hadis Ibnu Legitimasi investasi syariah
Mudharabah Abbas
Nilai keberkahan  Usaha harus halal dan produktif ~ Hadis Shuhaib Menambahkan dimensi
ar-Rumi spiritual ekonomi
Kekuatan akad Nisbah dan syarat harus jelas Hadis Amr bin Menjamin kepastian dan
Auf keadilan hukum
Prinsip amanah Dana titipan harus dijaga QS. Al- Menuntut tanggung jawab
Bagarah: 283 moral dan hukum
Kaidah figh Muamalah pada dasarnya boleh Kaidah Memberi fleksibilitas inovasi
fighiyyah produk
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Implementasi Bank sebagai mudharib/wadi’ah  Praktik sahabat ~ Menunjukkan kesinambungan

praktis historis hukum

Analisis menunjukkan bahwa formulasi hukum tabungan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/2000
merupakan hasil integrasi yang komprehensif antara dalil naqgli, praktik historis dalam hadis ahkam muamalah,
serta kebutuhan sistem keuangan modern. Hadis-hadis yang menjadi dasar tidak hanya memberikan legitimasi
terhadap akad mudharabah dan wadi’ah, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, amanah, dan keberkahan
dalam transaksi. Dengan demikian, tabungan syariah bukan sekadar alternatif teknis dari sistem konvensional,
melainkan sebuah sistem yang memiliki fondasi teologis, yuridis, dan etis yang kuat, meskipun tetap

memerlukan penguatan dalam aspek implementasi agar sesuai dengan tujuan magashid syariah.

Implementasi Tabungan Syariah di Perbankan Syaraiah Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Islam

Implementasi tabungan syariah di Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam pada dasarnya
merupakan bagian dari fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat
(funding) yang berlandaskan prinsip syariah. Tabungan syariah umumnya menggunakan akad wadiah dan
mudharabah, namun dalam argumentasi yang diberikan lebih menekankan pada akad wadiah sebagai akad
penitipan (trust-based contract). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, akad ini sah karena memenuhi
prinsip dasar muamalah seperti amanah, keadilan, dan kerelaan (an-taradin), sebagaimana ditegaskan dalam
Q.S. Al-Bagarah ayat 283 dan Q.S. An-Nisa ayat 58 (Assaharani, Putri, Rabbil, & Insani, 2025). Hal ini
menunjukkan bahwa implementasi tabungan syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki
legitimasi normatif dari nash syariah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, implementasi tabungan syariah di perbankan Indonesia, seperti
yang terobservasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTN Syariah (Sari et al., 2024) (Perdana, 2019),
menunjukkan integrasi sistemik yang menghubungkan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana secara halal.
Perbandingan mendasar terletak pada akad yang digunakan: Tabungan Wadiah beroperasi dengan konsep
amanah (titipan murni) yang berkembang menjadi yad dhamanah, di mana bank berkewajiban menjamin
keamanan 100% pokok dana tanpa adanya klaim imbal hasil pasti dari nasabah karena keuntungan investasi
dari dana tersebut secara hukum menjadi hak bank, sedangkan bonus yang diberikan bersifat sukarela (hibah)
sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI,; di sisi lain, Tabungan Mudharabah menerapkan prinsip syirkah
(kemitraan) investasi muthlagah yang menuntut transparansi nisbah bagi hasil, menjadikan nasabah sebagai
shahibul maal yang ikut menanggung risiko kerugian namun berpotensi mendapatkan keuntungan lebih tinggi
(Pinrang, 2024). Kedua produk ini secara compliance tunduk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, dan keduanya memiliki kesinambungan fungsional di mana dana yang dihimpun secara amanah
(wadiah) atau investatif (mudharabah) dialokasikan sebagai likuiditas oleh bank untuk disalurkan ke produk
pembiayaan riil, seperti halnya akad murabahah multimanfaat di BTN Syariah. Dinamika ini membuktikan
bahwa perbankan syariah Indonesia berhasil menjalankan fungsi intermediasi finansial yang fleksibel

mengakomodasi preferensi nasabah yang mengutamakan keamanan dan bebas biaya administrasi (kekuatan
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utama wadiah berdasarkan analisis SWOT BSI Pinrang) sekaligus melayani nasabah yang berorientasi pada
profit-sharing (mudharabah) dengan tetap menjaga otoritas kontrak yang adil, bebas dari unsur riba, dan sesuai
dengan ruh magashid syariah (H & Pinrang, 2024).

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi tabungan syariah di Indonesia. Salah
satunya adalah masih adanya persepsi masyarakat yang menyamakan tabungan syariah dengan tabungan
konvensional, terutama dalam hal keuntungan. Dalam akad wadiah, tidak ada imbal hasil yang dijanjikan,
sehingga secara ekonomi kurang menarik dibandingkan sistem bunga di bank konvensional. Akan tetapi,
keunggulan utamanya terletak pada aspek kehalalan, bebas riba, dan keberkahan. Selain itu, sebagaimana
dalam pembiayaan murabahah yang memiliki kelebihan (transparansi margin) dan kelemahan (ketergantungan
pada agunan), tabungan wadiah juga memiliki kelebihan (keamanan dan fleksibilitas) serta kelemahan (tidak
adanya return pasti).

Secara normatif dan praktis, implementasi tabungan syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip
Hukum Ekonomi Islam, baik dari segi akad, landasan hukum positif (UU Perbankan dan Fatwa DSN-MUI No.
02/2000), maupun praktik operasionalnya. Keterkaitan antara akad wadiah dalam tabungan dan akad
murabahah dalam pembiayaan menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah bekerja secara terintegrasi
dalam kerangka magashid al-shariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal), keadilan distribusi, dan kemaslahatan
umat. Oleh karena itu, meskipun masih terdapat tantangan, implementasi ini telah mencerminkan sistem
ekonomi Islam yang aplikatif dan relevan dalam konteks modern.

Tabel 2. Analisis Implementasi Tabungan Syariah

Aspek Analisis Tabungan Wadiah Tabungan Perspektif Hukum
Mudharabah Ekonomi Islam
Jenis Akad Akad titipan (wadiah — Akad kerjasama Kedua akad sah dalam figh
yad dhamanah) (mudharabah muthlagah) muamalah
Posisi Nasabah Penitip (muwaddi’) Pemilik dana (shahibul Sesuai prinsip kejelasan
maal) subjek hukum
Posisi Bank Penerima titipan & Pengelola dana Bank bertindak sesuai akad
penjamin dana (mudharib) yang disepakati
Prinsip Dasar Amanah (trust-based) Syirkah (bagi hasil) Berdasarkan prinsip keadilan
& kerelaan (an-taradin)
Keuntungan Tidak ada imbal hasil Bagi hasil (nishah) Bebas riba, sesuai prinsip
(Return) yang dijanjikan syariah
Bonus Bersifat sukarela (hibah)  Berdasarkan hasil usaha Tidak boleh diperjanjikan
dalam wadiah
Risiko Ditanggung bank Ditanggung bersama Sesuai prinsip keadilan risiko
(jaminan 100%) sesuai porsi
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Landasan QS. Al-Bagarah: 283 Prinsip mudharabah Sesuai nash Al-Qur’an &
Syariah (amanah) dalam hadis Hadis
Landasan UU No. 21 Tahun 2008  UU No. 21 Tahun 2008 Memiliki legitimasi hukum

Hukum Positif & Fatwa DSN-MUI

& Fatwa DSN-MUI

formal

Fungsi Ekonomi Penyimpanan dana

(likuiditas)

Investasi dana produktif

Mendukung intermediasi

keuangan syariah

Kelebihan Aman, fleksibel, bebas  Potensi keuntungan lebih Mencerminkan magashid:
biaya tinggi hifz al-mal
Kelemahan Tidak ada return pasti Risiko kerugian Tantangan preferensi

nasabah

Implementasi di  Digunakan di BSI, BTN  Digunakan di BSI, BTN Sudah terintegrasi dalam

Bank Syariah Syariah sistem perbankan
Kesesuaian Tinggi (non-riba, Tinggi (profit-sharing) Sesuai magashid al-shariah
Syariah amanah)
Tantangan Kurang menarik secara Risiko bagi hasil Rendahnya literasi

ekonomi masyarakat

Implementasi tabungan syariah di perbankan Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip
Hukum Ekonomi Islam, baik dari aspek akad, landasan normatif (Al-Qur’an dan Hadis), maupun regulasi
formal seperti UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Akad wadiah menekankan prinsip
amanah dan keamanan dana, sedangkan mudharabah mengedepankan prinsip kemitraan dan bagi hasil, yang
keduanya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Namun demikian, tantangan utama
terletak pada persepsi dan literasi masyarakat, yang masih cenderung membandingkan dengan sistem bunga
konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, transparansi akad, serta optimalisasi
implementasi agar tabungan syariah tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga kompetitif dan dipahami

secara luas oleh masyarakat..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi tabungan syariah di
perbankan syariah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/2000 pada dasarnya telah
menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam dan landasan Hadis
Ahkam Muamalah, terutama melalui penggunaan akad wadiah dan mudharabah yang mencerminkan
nilai amanah, keadilan, serta kebebasan berkontrak. Hadis-hadis yang melegitimasi praktik
mudharabah, keberkahan muamalah, dan keterikatan pada syarat akad memperkuat bahwa sistem
tabungan syariah bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kokoh.

Secara praktis, implementasi ini telah mampu mengintegrasikan fungsi penghimpunan dan
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penyaluran dana secara halal dalam kerangka magqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta
(hifz al-mal) dan menciptakan kemaslahatan ekonomi. Namun demikian, tantangan masih muncul
pada aspek pemahaman masyarakat dan daya tarik ekonomi dibandingkan sistem konvensional,
sehingga diperlukan penguatan literasi, transparansi akad, dan optimalisasi implementasi agar
tabungan syariah semakin aplikatif, kompetitif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam secara

menyeluruh.
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